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Abstrac: This study describes the thoughts and arguments of Munawir 
Sjazali through the idea of reactivating Islamic law in inheritance law. 
Where girls get the same rights as boys equal 1: 1 which is associated with 
the implementation study of the distribution of inheritance in the traditions 
of the Muslim Batak tribe and the Minang tribe in the City of 
Sidikalang.The type of research in writing this thesis is empirical juridical 
research. With field and library data collection techniques. The data 
collection tools are document studies, interviews and observations. Then 
the data is processed and analyzed descriptively.The results of the research 
obtained were: First, Munawir Sjadzali gave equal rights between male 
and female heirs 1: 1. Based on the arguments of the sociological-
historical aspects of humanity, that is worldly benefit which will bring 
humanity to the benefit of ukhrawi. Secondly, in the tradition of the 
Muslim Batak tribe and the Minang tribe in the City of Sidikalang the 
system of inheritance distribution has shifted from customary law to a 
system of deliberation caused by factors: economic factors, educational 
factors, factors to maintain the integrity of kinship, factors maintaining the 
integrity of the fraternity . Third, the implementation or implementation of 
the distribution of inheritance equals 1: 1 in the tradition of the Muslim 
Batak tribe and the Minang tribe in Sidikalang city explicitly or markedly 
not initiated or influenced by Munawir Sjadzali's thoughts, but implicitly 
or implicitly has the same spirit values as Munawir's thinking Sjadzali. 
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Pendahuluan 
Dalam hak perolehan anak perempuan pembagian harta warisan, 
disebutkan di dalam Alquran, Surat Annisa ayat 11 yang berbunyi : 
Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-




Dalam pembagian harta warisan, sebagaimana yang tercantum dalam 
Alquran, dalam potongan surat Annisa ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa 
hak anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi, 




dalam kenyataannya, ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh 
masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.
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Menyikapi hal tersebut Munawir Syadzali membuat suatu terobosan 
reaktualisasi dalam hukum Islam khususnya hukum kewarisan Islam, dimana 
menurutnya dalam pembahagian warisan anak laki-laki mendapat dua kali lebih 
banyak dari anak perempuan itu tidak lagi mencerminkan semangat keadilan 
untuk masyarakat kita sekarang ini.
6 Menurut Munawir, hukum Islam adalah 
hukum Allah yang terbagi dalam ranah qat’iyyah dan zhanniyyah. Ranah 
qat’iyyah adalah suatu hal yang pasti dan manusia (mukallaf, hamba) harus 
menerima tanpa bantahan. Menurut Munawir hal tersebut merupakan aturan-
aturan hukum yang berkaitan dengan masalah ibadah. Dalam hal ini akal manusia 
tidak mempunyai banyak peran. Di bidang muamalah, Munawir sangat 
menganjurkan untuk menggunakan akal (kebebasan berfikir) secara optimal 
dalam menemukan jawaban hukum. Munawir sangat berpihak pada aspek-aspek 
sosiologis-historis kemanusiaan, sekalipun harus bertentangan dengan dalil nas  
yang tarjih dan qath’i. 7  
Tidak mungkin mengabaikan aspek sosiologis-historis untuk menjawab 
kasus hukum yang berkaitan dengan urusan manusia. Orientasi yang 
dikedepankan munawir adalah kemaslahatan duniawi yang akan membawa 
manusia kepada kemaslahatan ukhrawi. Bagi munawir, nash hanyalah sebuah 
tawaran bagi pemecahan masalah (hukum, sosial, politik) yang efektif dalam 
kondisi sosial masyarakat tertentu. Jika terjadi perbedaan antara nash dan adat, 
dan adat lebih menjamin kemaslahatan maka adat dapat diterima. Munawir 
Sjadzali berpandangan dengan memberikan bagian yang sama kepada anak laki-
laki dan anak perempuan. Menurutnya ketentuan Alquran yang mengatur tentang 
kewarisan telah membatalkan kebiasaan orang arab di masa awal Islam, yaitu 
dengan perjanjian orang dapat saling mewarisi. Menurut nuzulnya ayat tentang 
kewarisan ini juga membatalkan kebiasaan orang arab yang tidak memberikan 




Pada realitanya, kondisi perkembangan jaman di dalam masyarakat adat 
patrilineal dan matrilineal sudah mengalami banyak pergeseran, di mana 




pergeseran sistem pewarisan di dalam masyarakat khususnya suku Batak Muslim 
yang menganut patrilineal dan suku Minang yang menganut sistem kekerabatan 
matrilineal khususnya di kota Sidikalang. Terlebih dalam memperlakukan 
memberikan hak kepada anak perempuan sudah tidak sejalan dengan apa yang di 
isyaratkan sesuai disebutkan di dalam Alquran, Surat Annisa ayat 11 yang 
berbunyi : yang Artinya : Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian 
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan 
bagahian dua orang anak perempuan,
9
 dan juga tidak sesuai dengan dengan 
sistem kewarisan patrilineal dan matrilineal sebagaimana yang mereka anut. 
Mengenai kedudukan anak perempuan bahwa sekarang kedudukan 
perempuan dan anak laki-laki adalah sama sesuai dengan perumpamaan orang 
Batak menganut sistem kekerabatan patrilineal, ia dompat marmeme anak, do 
marmeme boru, sian na martua debata yang artinya bahwa anak laki-laki dan 
anak perempuan diperlakukan sama, sama-sama diberi susu dan kasih sayang 
tanpa ada diperlakukan yang berbeda.
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 Begitu juga mengenai kedudukan hak perolehan anak perempuan dalam 
pembahagian warisan suku Minang di kota Sidikalang memilik hak yang sama 
pula. Pada umumnya masyarakat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal 
khususnya yang berada di perantauan dalam melaksanakan pembagian warisan 
dilakukan dengan musyawarah mufakat antara keluarga. Dengan memberikan hak 
yang sama kepada anak laki-laki dan perempuan. Hal ini bukan dikarenakan 
mereka sengaja berlepas dari ketentuan yang disebutkan dalam Alquran dan 




Dari uraian diatas telah tampak kecenderungan sistem pembagian harta 
warisan antara anak laki-laki dan perempuan yang dilakukan oleh masyarakat 
muslim suku batak dan suku Minang yang ada di kota Sidikalang sejalan dengan 
konsep kewarisan Islam Munawir Sjadzali khususnya  1:1 dalam pembagian harta 
warisan antara anak laki-laki dan perempuan. Hal inilah yang menarik dan 
mendorong penulis untuk meneliti menjadi karya ilmiah dalam bentuk tesis yang 
berjudul : “Hak Perolehan Anak Perempuan Dalam Pembahagian Warisan 
Menurut Munawir Sjadzali (Studi Implementasi Pembagian Harta Warisan Dalam 




Tradisi  Suku Batak Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang)”. Dengan 
menentukan rumusan permasalahan terhadap pemikiran Munawir Sjadzali tentang 
perolehan anak perempuan dalam pembahagian waris, sistem pembagian harta 
warisan Dalam tradisi  suku Batak Muslim dan suku Minang dan implementasi 
pemikiran Munawir Sjadzali tentang hak perolehan anak perempuan pada 
pembagian warisan dalam tradisi suku Batak Muslim dan suku Minang di kota 
Sidikalang. 
 
Hukum Kewarisan Islam. 
Para ahli dan ilmuan Islam didalam kitab yang mereka karang banyak 
mendefenisikan, diantaranya TM. Hasbi Ash-Shiddieqy,
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Dari defisini-definisi dikemukan tersebut dapatlah dipahami bahwa ilmu 
faraid sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta 
peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih 
hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak 
menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara 
penyelesaian pembagiannya.  
Dalam buku II pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan: 
Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak 
pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang 
berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
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Dasar Hukum Kewarisan. 
Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas dalam Alquran, 
diantaranya firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 7, 11, 12, 176, dan surat-surat 
yang lain. Isi kandungan ayat-ayat tentang waris itu begitu jelas dan tidak 
memerlukan penafsiran lagi. Pada ayat 7 surat Annisa mengenai warisan anak:
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Kemudian Allah menjelaskan pada ayat 11 surat Annisa warisan kedua orang 
tua:
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 Pada ayat 12 Allah menjelaskan tentang warisan suami dan istri:
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Kemudian Allah menjelaskan warisan Alkalalah, yaitu orang yang tidak 
mempunyai orang tua dan anak, sementara dia mempunyai saudara seibu:
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Adapun hadis-hadis yang diambil sebagai sumber warisan ini ialah: 
(1) Hadis Ibnu Abbas.
21
 (2) Hadis Usamah bin Zaid.
22
 (3) Hadis Ubadah Ibnu 
Ṣamit.23 
Asas-asas Hukum Kewarisan Islam. 
Asas-asas hukum kewarisan Islam dapat digali dari keseluruhan ayat-ayat 
hukum yang terdapat dalam Alquran dan penjelasan tambahan dari hadis Nabi 
Muhammad SAW. Dalam hal ini dapat dikemukakan lima asas:
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 c) Asas Individual
27
 d) Asas Keadilan Berimbang
28




Hukum Kewarisan Adat. 
Adapun pengertian hukum adat secara istilah adalah penyebutan yang 
mengarah kepada suatu kebiasaan, yaitu serangkaian perbuatan yang pada 
umumnya harus berlaku pada struktur masyarakat bersangkutan. Hukum adat 
umumnya dimaknai sebagai pencerminan dari kepribadian suatu bangsa, ia 
merupakan salah satu penjelmaan jiwa bangsa bersangkutan dari abad ke abad, 




Hukum kewarisan merupakan salah satu bagian dari sistem hukum adat 
yang didasarkan kepada sistem garis keturunan. Ada 3 (tiga) macam sistem 
keturunan dalam hukum adat, yaitu: a) Sistem Patrilinial
31
, b) Sistem 
Matrilineal
32




Pemikiran Munawir Sjadzali Seputar Reaktualisasi Hukum Waris Dalam 
Memposisi Bagian Anak Laki-laki Dan Perempuan Dalam Waris. 
Dalam pembagian harta warisan, Alquran surat Annisa, ayat 11, dengan 
jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada 
hak anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh 
masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini 




Menurut Munawir, bahwa dalam pembahagian warisan anak laki-laki 
mendapat dua kali lebih banyak dari anak perempuan itu tidak lagi mencerminkan 




semangat keadilan untuk masyarakat kita sekarang ini, dapat dilihat antara lain 
dari banyaknya penyimpangan dari ketentuan tersebut, tidak saja oleh anggota 
masyarakat Islam awam ilmu agama, tetapi juga oleh banyak ulama. Seraya tidak 
melaksanakan hukum faraid Islam, tetapi tidak hendak dikatakan melanggar 
ajaran Islam tersebut, banyak ulama melakukan hailah. Mumpung masih hidup 
mereka membagi kekayaan kepada putra-putrinya sebagai hibah, masing-masing 
mendapat bagian sama besar tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Satu 
hal yang tampak kurang disadari oleh para ulama tersebut adalah: dengan 
membagi kekayaan kepada putra-putri mereka semasa mereka masih hidup itu 
secara tidak langsung mereka tidak percaya lagi kepada keadilan hukm faraidh 
Islam. Sebab kalau mereka percaya mereka tidak akan mengambil tindakan pre-
emptive itu. Dari segi akidah dan iman, sikap seperti itu merupakan masalah serius 
dan bahaya. Juga terkesan sangat janggal bahwa dalam negara yang undang-
undang dasar dan sistem perundang-undangannya mengakui persamaan pria dan 
wanita, dan dimana peranan kaum wanita  hampir setingkat dengan pria sebagai 
pencari nafkah untuk keluarga, dalam pembahian waris justru dibedakan: anak 
perempuan hanya mendapatkan separuh dari yang diterima oleh anak laki-laki.
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Menurut Munawir, hukum Islam adalah hukum Allah yang terbagi dalam 
ranah qat’iyyah dan zhanniyyah. Ranah qat’iyyah adalah suatu hal yang pasti dan 
manusia (mukallaf, hamba) harus menerima tanpa bantahan. Menurut Munawir 
hal tersebut merupakan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan masalah 
ibadah. Dalam hal ini akal manusia tidak mempunyai banyak peran. Di bidang 
muamalah, Munawir sangat menganjurkan untuk menggunakan akal (kebebasan 
berfikir) secara optimal dalam menemukan jawaban hukum. Munawir sangat 
berpihak pada aspek-aspek sosiologis-historis kemanusiaan, sekalipun harus 
bertentangan dengan dalil nas  yang tarjih dan qath’i. 36 Tidak mungkin 
mengabaikan aspek sosiologis-historis untuk menjawab kasus hukum yang 
berkaitan dengan urusan manusia. Orientasi yang dikedepankan munawir adalah 
kemaslahatan duniawi yang akan membawa manusia kepada kemaslahatan 
ukhrawi. Bagi munawir, nash hanyalah sebuah tawaran bagi pemecahan masalah 
(hukum, sosial, politik) yang efektif dalam kondisi sosial masyarakat tertentu. Jika 
terjadi perbedaan antara nash dan adat, dan adat lebih menjamin kemaslahatan 




maka adat dapat diterima. Munawir Sjadzali berpandangan dengan memberikan 
bagian yang sama kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Menurutnya 
ketentuan Alquran yang mengatur tentang kewarisan telah membatalkan 
kebiasaan orang arab di masa awal islam, yaitu dengan perjanjian orang dapat 
saling mewarisi. Menurut nuzulnya ayat tentang kewarisan ini juga membatalkan 
kebiasaan orang arab yang tidak memberikan harta warisan kepada ahli waris 
perempuan bahkan juga kepada anak laki-laki yang masih kecil.
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Dalam memformulasikan hukum waris antara laki-laki dan perempuan, 
Munawir Sjadzali mengungkapkan bahwa ia melemparkan gagasan reaktualisasi 
hukum waris tidak dalam keadaan vakum dan tanpa alasan. Gagasan tersebut ia 
kemukakan karena Munawir menyaksikan semakin meluasnya sikap mendua di 
kalangan umat islam, termasuk mereka yang akrab dengan Alquran dan Sunnah. 
Seperti sikap mereka dalam masalah pembagian warisan.
38
  
Menurutnya, banyak diantara kita yang secara formal berpegang teguh 
pada penafsiran harfiah ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi, tetapi perilaku pribadi 
tiap harinya bertolak belakang dengan apa yang secara formal mereka yakini 
tersebut, dengan mencari dalih dan i’tidzar yang tidak sesuai dengan logika. 
Kemudian Munawir Sjadzali menyarankan daripada melakukan hal-hal yang 
dapat dikategorikan sebagai hailah terhadap agama, mengapa tidak mengambil 
langkah ksatria dan lebih jujur tentang dan terhadap Islam daripada membiarkan 
sikap membudayanya sikap mendua dan berkembangnya anggapan bahwa Islam 
tidak lagi relevan untuk dijadikan rujukan dalam upaya mencari penyelesaian 
masalah-masalah kemasyarakatan yang aktual sekarang ini.
39
  
Kemudian, dalam pembagian harta warisan, sebagaimana yang tercantum 
dalam Alquran, dalam potongan surat Annisa ayat 11 dengan jelas menyatakan 
bahwa hak anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. 
Tetapi, dalam kenyataannya, ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh 
masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung.
40
  
Hal tersebut dapat Munawir ketahui setelah ia mendapat kepercayaan 
menjabat sebagai Menteri agama. Sebagai Menteri Agama ia mendapat laporan 
dari banyak hakim agama di berbagai daerah termasuk daerah-daerah terkenal dan 
kental akan keislamannya, seperti halnya Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi 




Kalimantan Selatan, tentang banyaknya tindakan penyimpangan dari ketentuan 
Alquran tersebut. Para hakim agama sering kali menyaksikan, apabila seorang 
keluarga muslim meninggal dan atas permintaan para ahli warisnya, pengadilan 
agama memberikan fatwa waris sesuai dengan hukum waris atau faraid, maka 
kerap kali terjadi bahwa para ahli waris tidak melaksanakan fatwa waris tersebut. 
Kemudian, memilih ke pengadilan negeri untuk meminta agar diperlakukan 
sistem pembagian yang lain, yang terang tidak sesuai dengan hukum Islam.
41
  
Menurut Munawir Sjadzali, suatu hal yang perlu secara khusus dicatat 
dalam pembahasan ini adalah yang enggan melaksanakan fatwa-waris dari 
pengadilan agama dan kemudian pergi ke pengadilan negeri itu tidak hanya orang-
orang yang awam terhadap hukum Islam saja, melainkan juga banyak tokoh-tokoh 
organisasi Islam yang cukup menguasai ilmu-ilmu keIslaman juga turut 
melakukan hal yang serupa.
42
  
Semetara itu telah membudayanya pula penyimpangan secara tidak 
langsung dari ketentuan Alquran tersebut. Banyak kepala keluarga yang 
mengambil kebijaksanan-kebijaksaan preventif. Semasa masih hidup, mereka 
telah membagikan sebagian besar dari kekayaan mereka kepada anak-anaknya, 
masing-masing mendapat bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis 
kelamin, sebagai hibah atau semasa hidup mereka membuat banyak apa yang di 
Kalimantan Selatan lebih terkenal dengan nama wasiat wajib. Dengan demikian, 
pada waktu mereka meninggal, maka kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, 
atau bahkan hampir habis sama sekali. Menurut Munawir Sjadzali, dalam dua 
kasus terakhir ini, memang secara formal tidak terjadi penyimpangan dari 
ketentuan Alquran di atas. Akan tetapi kemudian, Munawir Sjadzali 




Selain beberapa alasan tersebut, Munawir Sjadzali juga mempunyai 
pengalaman pribadi terkait dengan waris ini. Beberapa tahun yang lalu, tidak lama 
setelah ia menjabat sebagai menteri agama, Munawir Sjadzali meminta pendapat 
kepada seorang Ulama terkemuka mengenai masalah pribadinya. Kepada Ulama 
tersebut, ia mengemukakan bahwa ia dikarunai oleh Allah SWT dengan enam 
anak, terdiri atas tiga laki-laki dan tiga perempuan. Ketiga anak laki-lakinya telah 




menempuh pendidikan universitas di luar negeri, yang sepenuhnya atas biaya 
pribadi Munawir Sjadzali, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya, atas 
kemauan mereka sendiri, tidak meneruskan ke perguruan tinggi, dan hanya belajar 
di sekolah-sekolah kejuruan, dengan biaya yang terang jauh lebih kecil dari tiga 
saudara laki-laki mereka. Dan pokok persoalannya, Munawir tidak rela apabila ia 
meninggal nanti, ketiga anak laki-lakinya yang telah ia biayai dengan mahal 
masih akan menerima dua kali lebih besar dari pada apa yang akan diterima oleh 
anak-anak perempuannya. Kemudian Munawir Sjadzali meminta nasihat jalan 
keluarnya kepada Ulama tersebut.
44
  
Ulama tersebut yang ia percaya secara penuh atas integritas dan 
penguasaannya akan ilmu agama, menjawab bahwa tidak bisa memberikan 
nasihat atau fatwa. Ulama tersebut hanya ingin memberitahukan tentang apa yang 
beliau sendiri dan banyak lama lain lakukan. Menurut Ulama tersebut, selagi ia 
masih hidup, ulama tersebut telah telah terlebih dahulu membagikan harta 
kekayannya kepada semua putera dan puterinya, dengan masing-masing 
mendapatkan bagian yang sama besar sebagai hibah dan tanpa membedakan jenis 
kelamin. Sehingga, dengan demikian apabila ulama tersebut meninggal dunia, 
kekayaan yang tersisa dan harus dibagi menurut faraid menjadi sedikit. 
Mendengar jawaban tersebut Munawir Sjadzali berpikir, apakah dari segi 
keyakinan Islam Kebijaksanaan tersebut tidak lebih berbahaya. Sebab, Menurut 
Munawir Sjadzali, ulama tersebut membagi rata kekayaannya kepada putera-
puterinya selama masih hidup sebagai hibah itu karena adanya asumsi bahwa 
apabila ulama tersebut tidak mengambil langkah demikian, setelah meninggal, 
maka putera-puterinya akan dirugikan oleh berlakunya ketentuan hukum waris 
Islam itu, ia tidak perlu mengambil resiko kebijaksanaan preventif.
45
  
Ijtihad Munawir Sjadzali memfokuskan perhatiannya kepada konsep 
egalitarianisme sebagai konsep yang rasional dalam kehidupan sosial dengan 
ditandainya bagian porsi 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Munawir 
Sjadzali menggugat pola penafsiran secara tekstual selama ini terhadap ayat-ayat 
Alquran terkait hukum waris, dengan menggugat konsep keadilan yang telah lama 
ketika dihadapkan kepada konsekuensi-konsekuensi zaman yang baru dalam 
kehidupan sosial yang dianggapnya berbeda dengan masa lalu.
46
  




Kemudian, lain dari pada hal itu, menurut Munawir Sjadzali jelas bukan 
dialah yang mengatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang ditentukan oleh 
Alquran itu tidak adil, akan tetapi menurutnya, justru ia hanya menyoroti sikap 




Implementasi Pembagian Harta Warisan Suku Batak Muslim dan Suku 
Minang di Kota Sidikalang. 
Dari penelitian yang penulis laksanakan dengan melakukan wawancara 
kepada seluruh masyarakat yang berada di kota Sidikalang sebagai populasi
48
, dan 
untuk memudahkan penelitian ini, penulis mengambil beberapa sampel
49
. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini: 
Tabel 1. Sistem Pelaksanaan Pembagian Warisan Pada Suku Batak 















1 Agama 1 5 6 20 
2 Adat 4 2 6 20 
3 
Musyawarah  
( Sama rata kepada 
seluruh ahli waris atau 
1:1 ) 
10 8 18 60 




Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa implementasi pembagian harta 
warisan dalam tradisi  suku Batak Muslim dan suku Minang di Kota Sidikalang 
20 % melaksanakan pembagian dengan mengikuti hukum agama Islam dengan 
rincian sebanyak 6 (enam) keluarga yang terdiri dari 1 (satu) keluarga dari suku 
Batak Muslim dan 5 (lima) keluarga dari suku Minang, 20 % melaksanakan 
pembagian dengan mengikuti hukum adat dengan rincian sebanyak 6 (enam)  
keluarga yang terdiri dari 4 (empat) keluarga dari suku Batak Muslim dan 2 (dua)  
keluarga dari suku Minang, dan 60 % melaksanakan pembagian dengan sistem 
musyawarah, dimana seluruh ahli waris mendapat bagian yang sama yaitu bagian 
anak laki-laki sama dengan anak perempuan 1:1, dengan rincian sebanyak 18 




(depalan belas) keluarga yang terdiri dari 10 (sepuluh) keluarga dari suku Batak 
Muslim dan 8 (delapan)  keluarga dari suku Minang. 
 
Faktor-Faktor Penyebab Pergeseran Pembagian Warisan Pada Masyarakat 
Suku Batak Muslim Dan Suku Minang Di Kota Sidikalang. 
Dari penelitian yang peneliti lakukan dan temukan bahwa 60 % dari suku 
Batak Muslim dan suku Minang yang melaksanakan pembagian dengan sistem 
musyawarah setelah masing-masing ahli waris mengetahui bagiannya sesuai 
hukum faraid Islam, dimana seluruh ahli waris mendapat bagian yang sama yaitu 
bagian anak laki-laki sama dengan anak perempuan sama rata atau  1:1. Maka 
dapat dilihat bahwa terjadi pergeseran transformasi kecenderungan dalam 
pelaksanaan pembagian warisan dari hukum adat kesistem pembagian  sama rata. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut ini: 
Tabel 2. Faktor-faktor Penyebab Pergeseran Pelaksanaan Pembagian 
Warisan Dari Hukum Adat Kesistem Musyawarah 1:1 Pada 












1 Faktor Ekonomi 4 2  6 33  










2 3   5 28  




Dari penelitian yang penulis lakukan dan temukan, apakah ada keterkaitan 
pengetahuan sampel dan informan dari suku Batak Muslim dan suku Minang 
dengan sosok Munawir Sjadzali dan pemikiran serta apakah ada pengaruh dari 
pemikiran Munawir Sjadzali tersebut terhadap implementasi pembagian harta 
warisan dalam keluarga masing-masing. Hal tersebut dalap dilihat dari tabel 
berikut ini : 




Tabel 3. Pengetahuan Masyarakat Suku Batak Muslim   Dan Suku 
Minang Kota Sidikalang Tentang Sosok Munawir Sjadzali 











Tahu Sosok dan 
Pemikirannya Tapi Tidak 
Ada Kaitannya 
1 1 2 11 
2 
Tahu Sosoknya Tapi 
Tidak Tahu Pemikirinnya  
dan Sama Sekali Tidak 
Ada Kaitannya 
9 7 16 89 




Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa menyamaratakan bagian anak laki-
laki dan anak perempuan 1:1 dalam pembagian harta warisan pada suku Batak 
Muslim dan suku Minang tidak dipengaruhi oleh pengetahui terhadap sosok 
Munawir Sjadzali dan pemikirannya, terbukti hanya 11 % saja yang mengetahui 
sosok Munawir Sjadzali sebagai mantan menteri agama, dan mengetahui 
pemikiran dalam reaktualisasi hukum Islam tentang waris, tetapi tidak ada 
kaitannya menjadi inspirator dalam pelaksanaan pembagian harta warisan. Dan 89 
% yang mengetahui sosok Munawir Sjadzali sebagai mantan menteri agama, 
tetapi tidak mengetahui pemikiran dalam reaktualisasi hukum Islam tentang waris, 
sehingga jauh sama sekali dan  tidak ada kaitannya menjadi inspirator dalam 
pelaksanaan pembagian harta warisan. 
Tetapi ketika diteliti lebih dalam tentang pemikiran Munawir Sjadzali 
dalam reaktualisasi hukum Islam khususnya dalam hukum faraid yang tentang hak 
perolehan anak perempuan sama rata dengan bagian anak laki-laki 1:1 dengan 
pertimbangan sosiologis-historis berdasarkan faktor-faktor yang ada, mereka 
menyetujuinya. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
Tabel 4. Respon Masyarakat Suku Batak Muslim   Dan Suku Minang 
Kota Sidikalang Terhadap Pemikiran Munawir Sjadzali 






(%) Batak Muslim Minang 




1 Setuju 15 15 30 100 
2 Tidak Setuju 0 0 0 0 




Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa seluruh sampel dan informan 
menyetujui pemikiran Munawir Sjadzali tentang reaktualisasi hukum Islam 
khususnya menyamaratakan hak perolehan bagian anak laki-laki dan anak 
perempuan sama rata atau  1:1, terbukti dari 30 sampel secara menyeluruh 100 % 
menjawab mensyetujui pemikiran tersebut dengan pertimbangan sosiologis-
historis berdasarkan faktor-faktor yang ada berdasarkan kontek kekinian. 
 
Analisis Pengaruh Pemikiran Munawir Sjadzali Terhadap Hak Perolehan 
Anak Perempuan Pada Praktek Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi 
Suku Batak Muslim Dan Suku Minang Di Kota Sidikalang. 
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan di kota Sidikalang ditemukan 
bahwa implementasi dalam  pembagian harta waris sama rata atau  1:1  kepada 
anak laki-laki dan anak perempuan pada  tradisi masyarakat Suku Batak Muslim 
dan suku Minang tidak dipengaruhi oleh pemikiran Munawir Sjadzali. Hal 
tergambar melalui dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan para 
informan, yaitu para keluarga dari Suku Batak Muslim dan suku Minang di kota 
Sidikalang yang melakukan pembagian harta warisan.
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Peneliti berkesimpulan pelaksanaan pembagian harta warisan dalam tradisi 
suku Batak Muslim dan suku Minang di kota Sidikalang tidak terinisiasi atau 
dipengaruhi oleh pemikiran Munawir Sjadzali. Tetapi yang menarik bagi peneliti 
adalah bahwa, walaupun secara eksplisit
55
 pertimbangan mereka dalam 
melaksanakan pembagian harta warisan sama rata 1:1 tidak terinisiasi atau 
dipengaruhi oleh pemikiran Munawir Sjadzali, tetapi secara implisit
56
 memiliki 
nilai semangat yang sama dengan pemikiran Munawir Sjadzali yang dibuktikan 
dengan pernyataan sikap dan  prakteknya dalam  pembagian harta warisan bahwa 
hak perolehan anak perempuan sama rata 1:1 dengan anak laki-laki. Hal ini 
terbukti dari hasil temuan bahwa 100 % masyarakat suku Batak Muslim dan suku 
Minang  setuju dengan pemikiran tersebut. 





Analisis Implementasi Pembagian Harta Warisan Dalam Tradisi  Suku Batak 
Muslim dan Suku Minang di Kota Sidikalang terhadap Pemikiran Munawir 
Sjadzali. 
Dalam pembagian harta warisan itu, prinsip yang dianut oleh sebagian 
besar masyarakat Suku Batak Muslim dan suku Minang, bukanlah prinsip 2:1 
sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam, karena 
mempertimbangkan aspek sosilogis-historis. Anggapan  bahwa antara anak laki-
laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama, sehingga dalam masalah 
pembagian harta warisan, mereka tidak mendiskriminasikan perolehan bagian 
antara anak yang satu dengan anak yang lain. Sebagian masyarakat suku Batak 
Muslim dan suku Minang yang ada di kota Sidikalang memilih pembagian harta 
waris dengan memperhatikan aspek sosiologis-historis
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  antara anak perempuan 
dan anak laki-laki.  
Berdasarkan kasus-kasus ditemukan, peneliti simpulkan bahwa 
imlementasi pembagian harta warisan dalam tradisi suku Batak Muslim dan suku 
Minang di kota Sidikalang sudah mengalami pergeseran. Pergeseran ini tidak 
terlepas dari aspek-aspek  muamalah. 
Kasus keluarga yang mempraktekkan pembagian harta waris kepada anak 
laki-laki dan anak perempuan dilakukan karena adanya persetujuan dan atas 
musyawarah seluruh ahli waris. Proses pembagian dalam bentuk ini seluruh harta 
dikumpulkan menjadi satu tanpa memisahkan harta asal dan harta bersama, 
kemudian memberikan sebagian harta tadi sesuai dengan kesepakatan ahli waris 
bahwa hak perolehan anak perempuan sama dengan bagian anak laki-laki sama 
rata 1:1. 
Pembagian harta waris ini dilaksanakan karena adanya perdamaian 
keluarga ialah perasaan rela atau legowo satu sama lain terhadap bagian yang 
diterima ahli waris dilihat dari kebutuhan masing-masing. Sedangkan Hasbi ash- 
Shiddiqy menyatakan bahwa apabila mereka mempunyai suatu persetujuan 
terhadap cara pembagian itu maka diikutilah cara itu.
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Praktek pembagian harta waris dengan porsi hak perolehan anak 
perempuan sama dengan bagian anak laki-laki sama rata 1:1 yang dilakukan 




dengan musyawarah maka akan menimbulkan pengaruh positif atau kemaslahatan 
yang dengan wujud kemanfaatan bagi kehidupan berkeluarga karena perpecahan, 




Dari pernyataan itu dapat diketahui bahwa pemberian itu sebagai 
perwujudan makna adil bagi mereka. Dan pemberian itupun atas kesepakatan 
bersama. Modifikasi atas pelaksanaan kewarisan atas hasil kesepakatan dan 
musyawarah seperti ini sesuai dengan pasal 183 KHI yaitu “para ahli waris dapat 
bersepakat melakukan perdamain dalam pembagian harta warisan setelah 
masing-masing menyadari bagiannya”.60  
Hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum waris yang bersumber 
kepad Alquran dan Hadis, hukum yang berlaku universal di bumi manapun di 
dunia ini. Namun, jika terdapat perbedaan faham dikalangan ulama mazhab 
dengan tidak mengurangi ketaatan umat Islam kepada Allah dan Rasul-Nya, maka 
perbedaan pendapat tersebut diperbolehkan dan dapat dipandang sebagai rahmat.
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Sebuah aturan hukum waris itu bersifat fakultatif atau melengkapi. Artinya 
para ahli waris boleh memilih aturan hukum waris mana yang akan digunakan 
dalam pembagiannya. Baik itu pembagian menurut hukum adat, perdata Islam, 
maupun kesepakatan bersama antara ahli waris.
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Pembagian waris dengan cara damai sesuai dengan firman Allah surat 
Annisa ayat 128: 
 ْنِم ْتَفاَخ ٌَةَأرْما ِنِإَو  اَمُه َن ْ ي َب اَحِلْصُي ْنَأ اَمِهْيَلَع َحاَنُج لاَف اًضَارْعِإ ْوَأ ًازوُشُن اَهِلْع َب
 َابِ َناَك َهَّللا َّنَِإف اوُق َّ ت َتَو اوُنِسُْتُ ْنِإَو َّح ُّشلا ُسُف ْنلأا ِتَرِضْحُأَو ٌر ْ يَخ ُحْل ُّصلاَو اًحْلُص
 ًايرِبَخ َنوُلَمْع َت 
Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak 
acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan 
perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi 
mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu 
bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz 
dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui 
apa yang kamu kerjakan”.63 
Firman Allah surat Alanfal ayat 1 yang berbunyi: 




 َِّلل ُلاَف ْنلأا ِلُق ِلاَف ْنلأا ِنَع َكَنوَُلأْسَي ْمُكِنْي َب َتاَذ اوُحِلْصَأَو َهَّللا اوُقَّ تَاف ِلوُسَّرلاَو ِه
 َينِنِمْؤُم ْمُتْنُك ْنِإ َُهلوُسَرَو َهَّللا اوُعيِطَأَو 
Artinya: “Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta 
rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah 
dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah 
perhubungan di antara  sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-
Nya jika kamu adalahorang-orang yang beriman”.64 
Firman Allah dalam surat Alhujarat ayat 9-10 yang berbunyi: 
 َِفئَاط ْنِإَو ىَرْخلأا ىَلَع َاُهُاَدْحِإ ْتَغ َب ْنَِإف اَمُه َن ْي َب اوُحِلْصَأَف اوُل ََتت ْقا َينِنِمْؤُمْلا َنِم ِناَت
 ِلْدَعْلِاب اَمُه َن ْ ي َب اوُحِلْصَأَف ْتَءَاف ْنَِإف ِهَّللا ِرَْمأ َلَِإ َءيِفَت َّتََّح يِغْب َت ِتَِّلا اوُِلتاَق َف
 ُّب ُِيُ َهَّللا َّنِإ اوُطِسَْقأَو  َينِطِسْقُمْلا.  اوُقَّ تاَو ْمُكْيَوَخَأ َْين َب اوُحِلْصَأَف ٌةَوْخِإ َنوُنِمْؤُمْلا َا َّنَِّإ
 َنوَُحَْر ُت ْمُكَّلَعَل َهَّللا.  
Artinya: “Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu 
berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang 
satu melanggar Perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar 
Perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. 
kalau Dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan 
hendaklah kamu Berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang 
yang Berlaku adil. Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. 
sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu 
dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”.65 
Berdasarkan dasar-dasar hukum diatas dapat kita ketahui bahwa dasar-
dasar hukum diatas menampung kebiasaan dalam masyarakat yang sering 
membagi harta warisan atas dasar perdamaian. Boleh jadi praktik semacam ini, 
banyak dilakukan sebagian masyarakat, yang lebih menempatkan kerukunan 
keluarga sebagai sesuatu yang diutamakan.
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Munawwir Sjadzali disini menawarkan perubahan yang lebih 
revolusioner. Karena Munawwir tidak hanya melihat kesamaan hak dan 
kedudukan antara laki-laki dan perempuan, tapi juga bagian harta warisan yang 
akan diperoleh laki-laki dan perempuan menurut Munawwir mempunyai besaran 
yang sama. Dalam permasalahan ini Munawwir sangat berani mengusulkan 
perubahan terhadap hukum kewarisan Islam. Melalui gagasannya yang berupa 
‘Reaktualisasi Ajaran Islam’, mencoba menyentuh rumusan yang menurut 
kebanyakan umat Islam tidak boleh disentuh. Yaitu rumusan tentang pembagian 
2:1 antara laki-laki dan perempuan. Yang mana Munawwir mengemukakan 




bahwa rumusan tersebut saat ini tidak dapat diberlakukan di Indonesia. Karena 
dengan memberlakukan rumusan tersebut, maka nilai dasar agama yang berupa 
keadilan akan tercederai. 
Karena bagi Munawwir budaya di Indonesia tidak seperti budaya di Arab 
yang menjadikan perempuan berada di bawah laki-laki. Sehingga laki-laki berhak 
mendapatkan bagian yang lebih banyak. Sedangkan di Indonesia laki-laki dan 
perempuan sama-sama bekerja. Di Indonesia, suami dan istri berada pada posisi 
yang saling memberi dan saling menguntungkan, sehingga mereka dianggap 
sebagai mitra yang berada pada posisi yang sama. Selain karena pertimbangan 
kebudayaan tersebut, Munawwir menyaksikan banyak kasus yang 
menyelewengkan konsep waris karena dianggap tidak memberikan keadilan. 
Misalnya jika ada seseorang yang ingin membagikan hartanya secara sama kepada 
para ahli warisnya, mereka melakukannya dengan cara hibbah, sehingga jika 
orang tersebut meninggal maka hartanya tinggal sedikit, atau bahkan habis yang 
kemudian tidak ada harta warisan yang perlu dibagikan lagi. Kenyataan 
tersebutlah yang disaksikan Munawwir yang kemudian memberikan rumusan 1:1 
antara laki-laki dan perempuan.  
Oleh karena itu, rumusan 1:1 tidak bermaksud ingin merubah rumusan 
bagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan, tapi rumusan tersebut ingin 
mengemukakan bahwa aturan hukum waris bisa saja tidak sama yang disesuaikan 
dengan konteks di mana hukum itu diberlakukan. Rumusan ini ingin mengatakan 
pula bahwa ketentuan pembagian waris yang ada dalam Alquran yang selama ini 
dianggap sebagai qath’i oleh kebanyakan umat Islam bukan merupakan ketentuan 
hukum yang terlarang untuk dirubah, akan tetapi terhadap ketentuan tersebut 
Hukum Waris dimungkinkan untuk dilakukan perubahan sesuai dengan konteks 
yang ada. 
Dan peneliti menyimpulkan bahwa pemikiran Munawir Sjadzali sangat 
relevan dengan realita yang terjadi pada saat sekarang ini dengan pertimbangan 
aspek sosiologis-historis yang ada di suatu komunitas masyarakat. Terlebih untuk 
memberikan rasa Keadilan dalam konteks kekinian.  
Adil dalam arti luas dapat diartikan menjaga keseimbangan dalam masyarakat, 
artinya keadilan adalah segala sesuatu yang dapat melahirkan kemaslahatan bagi 
masyarakat atau menjaga dan memeliharanya dalam bentuk lebih baik sehingga 




masyarakat mendapatkan kemajuan. Yang Menurut Muhammad Quraisy Syihab, Paling 
tidak, ada empat makna keadilan, yaitu: Pertama, adil dalam arti “sama”. surat Alnisa’ 
(4): 58
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 dinyatakan bahwa, 
  ِلْدَعْلِاب اوُمُكَْتُ ْنَأ ِساَّنلا َْين َب ْمُتْمَكَح اَذِإَو  
Kata “adil” dalam ayat ini bila diartikan ‘sama” hanya mencakup sikap dan 
perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Kedua, adil dalam arti 
“seimbang”. Keseimbangan68  ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat 
beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu. Salama syarat dan kadar tertentu 
terpenuhi oleh setiap bagian surat aI-Infithar ayat 6-7.
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  ِيمِرَكْلا َكِّبَِرب َكَّرَغ اَم ُناَسْنلإا اَهُّ َيأ َاي. َكَلَدَع َف َكاَّوَسَف َكَقَلَخ يِذَّلا. 
Dari sini, keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan 
kata “kezaliman”. Ketiga, adil adalah “pengertian terhadap hak-hak individu dan 
memberi hak-hak itu kepada setiap pemiliknya”. Keempat, adil yang dinisbatkan kepada 
Ilahi. Adil di sini berati “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak 
mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak 
kemungkinan untuk itu.” Semua wujud tidak memiliki hak atas Allah. Keadilan Ilahi 
pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan-Nya mengandung 
konsekuensi bahwa rahmat Allah. Tidak tertahan untuk diperoleh sejauh makhluk itu 
dapat meraihnya. 
 
Kesimpulan dan Saran. 
Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan maka dapat 
disimpulkan beberapa hal sebagai jawaban dari permasalahan penelitian ini, 
sebagai berikut: 
Pertama, Munawir Sjdzali menawarkan perubahan yang 
revolusioner melalui gagasannya yang berupa Reaktualisasi Ajaran Islam,  
yang mana Ijtihad Munawir Sjadzali memfokuskan perhatiannya kepada 
konsep egalitarianisme sebagai konsep yang rasional dalam kehidupan 
dengan pertimbangan pada aspek-aspek sosiologis historis kemanusiaan 
terhadap hak perolehan yang sama  antara anak laki-laki dan anak  
perempuan dalam pembagian harta warisan. Kedua, sistem pembagian harta 
waris pada tradisi muslim di suku Batak Muslim dan suku Minang di kota 
Sidikalang dilakukan dengan 3 (tiga) cara atau sistem, yaitu sistem hukum 




adat, sistem hukum Islam atau faraid Islam dan sistem musyawarah 
kekeluargaan. Ketiga, implementasi pemikiran Munawir Sjadzali tentang 
hak perolehan anak perempuan pada pembagian warisan suku Batak Muslim 
di kota Sidikalang yaitu, 66 % melaksanakan pembagian dengan 
melaksanakan pembagian dengan sistem musyawarah, dimana seluruh ahli 
waris mendapat bagian yang sama yaitu bagian anak laki-laki sama dengan 
anak perempuan 1:1, 7 % melaksanakan pembagian dengan mengikuti 
hukum agama Islam dan 27 %, melaksanakan pembagian dengan mengikuti 
hukum adat. Sedangkan implementasi pembagian harta warisan dalam 
tradisi  pada suku Minang yaitu, 54 % melaksanakan pembagian dengan 
melaksanakan pembagian dengan sistem musyawarah, dimana seluruh ahli 
waris mendapat bagian yang sama yaitu bagian anak laki-laki sama dengan 
anak perempuan 1:1, 33 % melaksanakan pembagian dengan mengikuti 
hukum agama Islam, dan 13 % melaksanakan pembagian dengan mengikuti 
hukum adat.  
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ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak 
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika 
yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar 
hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara 
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 َّمِ ُُعبُّرلا ُمُكَل َف ٌدَلَو َُّنَلَ َناَك ْنَِإف ٌدَلَو َُّنَلَ ْنُكَي َْلَ ْنِإ ْمُكُجاَوْزَأ َكَر َت اَم ُفْصِن ْمُكَلَو َو ٍنْيَد ْوَأ َاِبِ َينِصُوي ٍةَّيِصَو ِدْع َب ْنِم َنَْكر َت ا ُُعبُّرلا َُّنَلَ
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jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat 
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seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau 
(dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu.  
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 ُناَك ْنِإَف ُسُد ُّسلا اَمُه ْ نِم ٍدِحاَو ِّلُكَِلف ٌتْخُأ ْوَأ ٌخَأ ُهَلَو ٌَةأَرْما ِوَأ ًةَللاَك ُثَرُوي ٌلُجَر َناَك ْنِإَو ْنِم ِثُل ُّ ثلا ِِ ُءاََكر ُُ  ْمُه َف َكِلَذ ْنِم َر َثْكَأ او
 ٍّراَضُم َر ْ يَغ ٍنْيَد َْوأ َاِبِ ىَصُوي ٍةَّيِصَو ِدْع َب ٌميِلَح ٌميِلَع ُهَّللاَو ِهَّللا َنِم ًةَّيِصَو 
Artinya : …”jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah 
dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau 
seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 
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dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar 
hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang 
demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Penyantun. 
21
 Asy-Syaukani, Nailul Authār al-Usmaniyah (Mesir: al-Mishriyyah, t.th), jilid VI, h. 55. 
رَكيذ ٍلُجَر َليْوَِلاَف َيَِقب اَمَف اَهِلْهَِأب َضِئاَرَفْلا اوُِقْلَْا 
Artinya: “Berikan bagian-bagian kepada pemiliknya, dan bagian-bagian yang masih sisa untuk 
ulul arham yang laki-laki” (HR. Bukhari-Muslim) 
22
 Ibid., h. 73. 
 َِري َلا ُث  َمِلْسُمْلا ُرِفاَكْلا َلاَو َرِفاَكْلا ُمِلْسُمْلا 




                                                                                                                                                                       
Artinya: “Orang-orang Muslim tidak mewarisi orang kafir, orang kafir tidak mewarisi orang 
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Ketika peneliti bertanya kepada seorang sampel dan sekaligus informan yang bernama 
Abdur Rahman Angkat tentang sistem hukum yang digunakan dalam menyelesaikan kasus 
kewarisan dalam keluarga Bapak ? Secara hukum Islam atau Secara hukum adat atau 
Musyawarah mufakat keluarga (sama rata). Lalu dia Menjawab :..... Secara hukum Islam, tetapi 
kami sekeluarga dalam musyawarah bermufakat dibagi rata aja. Lalu peneliti bertanya lagi 
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tersebut. Lalu dia menjawab :.......Hal ini disebabkan pertimbangan hati nurani, karena kami yang 
merasa iba melihat kondisi para saudara perempuan kami, yang menggantungkan mata 
pencaharian dari berkebun saja, sedangkan kami, para anak laki-laki memiliki pekerjaan yang 
tetap diantaranya ada yang bekerja sebagai PNS, pengusaha, pedagang, yang kesemuanya sudah 
mapan, sedangkan saudara perempuan mereka hidup dalam keadaan serba tidak berkecukupan. 
Disamping itu dengan pertimbangan bahwa saudara perempuan mereka berperan andil yang 
besar dalam merawat orang tua (khususnya ibu) dimasa tuanya hingga akhir hayatnya.  
Kemudian peneliti mengaitkan dengan pertanyaan tentang pengetahui beliau dengan sosok 
tokoh nasional yang bernama Munawir Sjadzali dan pemikirannya. Lalu dia menjawab: .....Tahu.... 
mantan menteri agama di era presiden Suharto. Lalu Peneliti bertanya tentang keputusan keluarga 
mereka dalam mengambil keputusan dalam musyawarah mufakat terpengaruh atau merujuk 
kepada pemikiran Munawir Sjadzali tentang pembagian harta warisan anak laki-laki dan anak 
perempuan 1:1 atau sama rata. Kembali bapak Abdur Rahman Angkat menjawab :......Tidak pak.... 
hanya berdasarkan rasa kemanusiaan aja. Peneliti kembali bertanya kepada bapak Abdur Rahman 
Angkat dengan pemikiran Munawir Sjadzali tentang pembagian harta warisan anak laki-laki dan 
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sekarang, peran anak perempuan  lebih dominan dibanding anak laki-laki. Peneliti 
menyambung..... dalam hal apa itu pak..... beliau kembali menjawab......Dalam perhatian kepada 
orang tua, merawat dan menjaga. Terlebih ketika orang tua kita sudah tua maka peran anak  
perempuan sangat begitu vital, mereka tidak pernah merasa canggung dan risih, bahkan tidak 
pernah merasa jijik tatkala membersihkan kotoran orang tua. Sedangkan anak laki-laki dengan 
alasan kesibukan tidak bisa melakukan peran tersebut. Banyak lagilah hal-hal yang mereka 
lakukan yang kami anak laki-laki tidak bisa lakukan untuk orang kami. Maka alangkah zholimnya 
kami anak laki-laki ketika melakukan pembagian harta warisan tidak memperhatikan hal tersebut. 




                                                                                                                                                                       
Jadi pada dasarnya kami sangat setuju sengan pemikiran Munawir Sjadzali tersebut, tapi dengan 
catatan masing-masing sudah mengetahui bagian masing-masing dai harta warisan tersebut.  
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yang kesemuanya sudah mapan, sedangkan saudara perempuan mereka hidup dalam keadaan serba 
tidak berkecukupan. Disamping itu dengan pertimbangan bahwa saudara perempuan mereka 
berperan andil yang besar dalam merawat orang tua (khususnya ibu) dimasa tuanya hingga akhir 
hayatnya inilah contoh kasus yang terjadi pada keluarga bapak Lompong Angkat dan Ibu Banak 
Padang. 
Petimbangan sama-sama mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup 
mereka. Mereka harus bekerjasama untuk membanting tulang dengan cara bertani. Masyarakat 
juga beralasan anak laki-laki mereka yang disekolahkan sampai tingkat sarjana telah 
menghabiskan biaya atau harta orang tuanya dibandingkan dengan anak perempuan yang tidak 
disekolahkan atau disekolahkan namun lebih rendah tingkat pendidikannya sehingga ketika 
pembagian harta dilaksanakan dengan 2:1 dirasa kurang adil, ini terjadi pada contoh dalam kasus 
keluarga keluarga bapak Tombang Padang dan Sepe Angkat yang memiliki empat  anak yaitu 
Togar Padang dan Rudianto Padang disekolahkan sampai tingkat sarjana S1 dan memilki 
pekerjaan sebagai PNS dan sedangkan saudara perempuan mereka Butet Padang dan Endang 
Padang hanya disekolahkan sampai tingkat SMA saja dan memiliki pekerjaan ibu rumah tangga 
saja dan suami-suami mereka bekerja sebagai buruh kasar. Dari hasil penjualan rumah yang 
merupakan harta  peninggalan orang tua mereka sebesar Rp. 540.000.000,-,  masing mereka 
mendapatkan bagian sebesar Rp. 135.000.000,-. 
Begitu juga contoh kasus pada keluarga bapak Andi Mohan Bancin dan Ibu Mihar Manik. 
Adapun pertimbangan mereka melakukan pembagian harta warisan dengan cara bagi sama rata 1:1 
yaitu mereka beranggapan memiliki tanggung jawab yang sama sebagai anak dan untuk lebih 
mempererat tali persaudaraan. Karena mereka berpandangan jangan sampai sebab pembagian harta 
warisan ini keluarga berpecah belah. 
Berbeda dengan kasus yang terjadi pada keluarga bapak Jurnalis Piliang dan Ibu Yelmi 
Guchi. Mereka memiliki pemikiran bahwa harta yang mereka miliki harus dibagi sebelum mereka 
meninggal, karena  dikhawatir apabila harta dibagi setelah mereka meninggal akan terjadi 
perselisihan di antara anak-anak mereka  dan agar dapat dipergunakan sebagai modal usaha oleh 
anak-anak mereka. Dalam pembagian harta mereka menerapkan asas bagi sama rata 1:1 tanpa 
membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan dengan alasan keseteraan, yaitu anak 
laki-laki dan anak perempuan sama. 
Begitu juga sama halnya ada kasus yang terjadi pada keluarga Zainuddin dan ibu Siti 
Khadijah. Pada saat musyawarah keluarga, salah seorang dari ahli waris yang bernama Dairianto 
yang merupakan anak laki-laki paling kecil meminta dan bersikeras pembagian harta warisan 
dilakukan menurut hukum Islam. Sedangkan abang-abangnya yaitu Ridwan dan Jailani Abbas 
dibagi sama rata 1:1 dengan pertimbangan, bahwa semasa hidup ibu mereka (ibu Siti Khadijah) 
yang merawat adalah saudara perempuan mereka dengan penuh perhatian dan kasih sayang, 
sedangkan  para anak lagi tidak memiliki andil besar, bahkan kerap kali tidak peduli dengan ibu 
mereka dengan alasan kesibukan mereka masing-masing. 
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